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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang 
 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) harus menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 

5 (lima) tahun. 

Sesuai dengan masa jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, saat ini telah 

disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan telah 

ditetapkan melalui Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan 2013-2018. 

Sebagai tindaklanjut dari penetapan RPJMD Sulsel Tahun 2013-2018., 

maka disusun dan ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan 

Hidup Daerah Provinsi Sulsel Tahun 2013-2018. RENSTRA BLHD ini merupakan 

pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah selama kurun 

waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan 

dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang 

mungkin timbul. RENSTRA BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 

memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan 

serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaanya. 

Pada tahun 2015 ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan 

Perubahan Dokumen RPJMD Tahun 2013-2018. Perubahan atas Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2008-2013 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut : (1) Beberapa 

target indikator pembangunan yang ditetapkan, perlu disesuaikan dengan 

realisasi pencapaian dan kondisi tantangan pembangunan Provinsi Sulawesi 

Selatan; (2) Adanya perubahan data tahun dasar pada data makro ekonomi; (3) 

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019; 

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Keungan tentang Penyelerasan 
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan 

demikian maka RENSTRA Badan Lingkungan Hidup Daerah harus konsisten 

dengan Perubahan RPJMD tersebut. 

Sehubungan dengan adanya perubahan Dokumen RPJMD diatas, maka 

untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan penjabaran tujuan dan 

sasaran RPJMD Sulsel disusun Perubahan dokumen Renstra BLHD Tahun 2013-

2018. Dalam perjalanan pelaksanaan Renstra BLHD Tahun 2013-2018 

memerlukan peninjauan kembali. Evaluasi yang dilakukan secara bertahap 

memperlihatkan terdapat beberapa kegiatan yang perlu dipertajam dalam 

penetapan indikatornya serta target yang akan dicapai dalam perencanaan. 

Selain itu dibutuhkan penambahan alokasi anggaran pada beberapa kegiatan 

untuk mengakomodir pencapaian target tersebut. Pertimbangan lain penyusunan 

Perubahan Renstra BLHD Tahun 2013-2018 didasarkan adanya perubahan isu-

isu strategis terkait pengelolaan lingkungan yang perlu segera diakomodir dalam 

perencanaan pada tahun berjalan. 

 

1.2. Landasan Hukum 

Landasan penyusunan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Provinsi 

Sulawesi Selatan  Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :  

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan 

DaerahSulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I 

Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 

1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan 

Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2687); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  (Lembran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 2286);  

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438);  

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700);  

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5059);  
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11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4663);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4664);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4815);  

19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4817);  

21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 

23. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);  

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 

243); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, 

Nomor 10). 
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27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  Tahun 

2015, Nomor .......). 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Perubahan RENSTRA Badan Lingungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2013-2018 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan 

bagi BLHD untuk kurun waktu tahun 2013-2018. 

Sedangkan tujuannya : 

1. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan BLHD dengan 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

2. Menyediakan bahan serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja 

(Rencana Kerja Tahunan) BLHD Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun 

waktu tahun 2013-2018. 

3. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BLHD beserta seluruh unit 

kerjanya dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dengan menerapkan 

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. 

 

1.4. Sistimatika Penulisan 

BAB I Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi 

Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses 

penyususnan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan 

RPJMD, Renstra K/L dan Renja SKPD, memuat penjelasan peraturan 

perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam penyusunan 

perencanaan dan penganggaran SKPD, memuat penjelasan tentang 

maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.  

BAB II Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas 

apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan 

tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang 

telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode 
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sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang 

telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan 

mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai 

perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. 

BAB III Mengemukakan permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor yang 

mempengaruhinya, mengemukakan tugas dan fungsi SKPD yang 

terkait visi, misi serta program kepala daerah terpilih, identifikasi 

permasalahan pelayanan SKPD, faktor penghambat dan pendorong 

pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi 

kepala daerah dan wakil kepala daerah, Renstra K/L, permasalahan 

pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. 

BAB IV Mengemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD, rumusan 

pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, rumusan 

pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang. 

BAB V Mengemukanan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, 

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. 

BAB VI Mengemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung 

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun 

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan 

dan sasaran RPJMD. 


